BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkembangan pengaturan perbankan syariah dalam perundangundangan
nasional memperlihatkan bahwa negara semakin akomodatif terhadap syariat
Islam dalam bidang perbankan, karena aspek ini dipandang tidak berhubungan
tujuan pembentukan.negaria Islam;sebagaimana halnya perundang-undangan di
bidang politik/usaha menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Kajian ini
membantah temuan Daniel E. Price yang menyatakan bahwa proses
transformasi syariat Islam ke dalam perundangundangan negara dan dalam
kehidupan sosial masyarakat dianggap bagian penting menuju negara Islam.

2. Purifikasi lembaga perbankanisyariah melalui pemurnian dual banking system,
pengaturan lembaga pengawasan prinsip syariah dan pengaturan lembaga
penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam UU No. 21/2008 tentang
Perbankan Syariah ditempuh melalui kompromi-kompromi politik. Dengan
demikian pemurnian pemberlakuan prinsip syariah pada lembaga perbankan
syariah belum dapat dilakukan secara utuh. Hal ini memperkuat paradigma
kelompok moderat-konstitusional yang berpandangan bahwa dalam
transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional perlu menjaga hubungan
yang seimbang antara syariat dan negara.

3. Penguatan lembaga perbankan syariah dilakukan melalui pembentukan bank
syariah yang murni syariah, merger, pembentukan lembaga pengawasan

prinsip syariah yang berbadan hukum publik, penguatan DPS, serta

315



316

pembentukan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama. Adapun

pembentukan tersebut didasari untuk pelaksanaan prinsip syariah secara utuh..

. Saran

. Pemerintah harus mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia
karena hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan konstitusi dan tidak
berhubungan dengan upaya menuju negara Islam.

. Purifikasi lembaga | perbankan-syariah ‘perld-\dilakukan secara utuh agar
kepercayaan masyarakat juga utuh kepada perbankan syariah sebagai lembaga
yang didasarkan kepada prinsip-prinsip agama.

. Penguatan lembaga perbankan syariah harus dilakukan melalui pemurnian
lembaga syariah seperti pembentukan bank syariah yang murni syariah,
merger, pembentukan lembaga pengawasan prinsip syariah yang berbadan
hukum publik, penguatan DPS, serta pembentukan pengadilan khusus dalam

lingkungan Peradilan Agama.



